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1.1.

Organisasi mencakup: analisis gambaran pelayanan Biro Organisasi dan hasil
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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD,
adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Sebagai dokumen rencana tahunan perangkat daerah, Renja-PD mempunyai arti
yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan
tahunan pemerintah daerah.

Renja merupakan acuan bagi perangkat daerah untuk memasukkan
program, kegiatan dan sub kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan
program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) tahun 2026. Renja-PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi
pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh
mana capaian kinerja yang tercantum dalam Renstra. Rencana kerja tahun 2026
memiliki arti strategis karena merupakan tahun terakhir pencapaian tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Biro Organisasi
tahun 2024-2026.

Rencana Kerja Biro Organisasi tahun 2026 yang selanjutnya disingkat Renja
Biro Organisasi adalah dokumen perencanaan Biro Organisasi untuk tahun 2026.
Proses Penyusunan Renja Biro Organisasi berpedoman pada Rencana Strategis
Biro Organisasi Tahun 2024-2026, hasil evaluasi hasil Renja Biro Organisasi Tahun
2023 dan 2024. Dengan mempedomani Rencana Strategis bertujuan untuk
menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan,
kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal

Renja Biro Organisasi dengan Renstra Biro Organisasi.

Disamping itu juga, Renja Tahun 2026 harus mengacu pada hasil evaluasi
hasil Renja Biro Organisasi Tahun 2023 dan 2024 untuk memastikan bahwa
rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan yang disusun dalam rancangan
awal Renja Biro Organisasi dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian

sasaran Renstra Biro Organisasi. Penyusunan rancangan awal Renja Biro




1.2,

evaluasi Renja Biro Organisasi Tahun 2024. Selanjutnya Renja Biro Organisasi

Tahun 2026 akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Tahun 2026.

Landasan Hukum

1.
2.

10.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa
Tenggara TimurTahun 2005-2025;




1.3.

1.4.

11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor 4 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023

12. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2023 Tentang
Rencana Strategi Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun
2024-2026.

Maksud dan Tujuan

Maksud :

Sebagai dokumen perencanaan tahunan Biro Organisasi yang disusun dengan

maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan

dan pengawasan program/kegiatan di lingkup Biro Organisasi.

Tujuan:

a.

Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan,
indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan
dalam bentuk dokumen perencanaan Tahunan Biro Organisasi Tahun 2026.
Menyediakan sarana pengendalian program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun
2026.

Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Biro Organisasi
Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja

Perangkat Daerah.
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BAB II
HASIL EVALUASI RENJA BIRO ORGANISASI

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Biro Organisasi dan Capaian Renstra Biro
Organisasi.

Evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan
dalam rencana kerja, merupakan tahapan yang harus dilakukan untuk
mengetahui capaian terhadap target yang telah ditetapkan dalam rencana kerja
tahunan maupun Rencana Strategis. Agar hasil evaluasi dapat memberikan data
rerata terhadap capaian kinerja yang dapat dijadikan acuan dalam merumuskan
kebijakan untuk kepentingan perencanaan, maka minimal evaluasi dilaksanakan
selama 2 tahun terakhir yaitu realisasi dana tahun 2024 dan tahun 2025 dapat
dijelaskan sebagai berikut :

A. Realisasi Dana Tahun 2024 dan 2025

Tabel 2.1.
Hasil evaluasi capaian kinerja Biro Organisasi tahun 2024 dan 2025.

Nama Program dan Kegiatan Target Realisasi %

No (Rp.) (Rp.)
TAHUN ANGGARAN 2024

A. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN 706.014.973 649.992.087 92,06
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

1 Kegiatan Perencanaan, penganggaran 172.340.650 171.195.150 99,34
dan evaluasi Kinerja Perangkat daerah

1.1 | Sub Kegiatan Penyusunan  dokumen 25.197.950 25.194.950 99,99
perancanaan perangkat darerah

1.2 [ Sub kegiatan koordinasi  penyusunan 31.230.800 31.070.800 99,49
dokumen RKA-SKPD

1.3 | Sub kegatan koordinasi penyusunan dokumen 23.716.600 23.044.600 97,17
perubahan RKA-SKPD

1.4 | Sub kegiatan Koordinasi penyusunan laporan 92.195.300 91.884.800 99,66
capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD

2 Kegiatan administrasi umum Perangkat 343.644.323 289.693.250 84,30
Daerah

3.1 | Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan 38.208.840 38.204.000 99,99
penggandaan

3.2 | Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan 2.400.000 2.400.000 100,00
peraturan perundang-undangan

3.3 | Sub kegiatan penyediaan bahan material 44.235.563 44.227.353 99,98

3.4 | Sub kegiatan fasilitasi kunjungan tamu 25.009.000 24.989.947 99,92

3.5 | Sub kegiatan penyelenggaraan rapat 233.790.920 179.871.950 76,94
koordinasi dan konsultasi SKPD

4 Kegiatan Pengadaan BMD penunjang 25.000.000 24.908.400 99,63
urusaan pemerintah daerah

4.1 | Sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin 25.000.000 24.908.400 99,63
lainnya

5 Kegiatan penyediaan jasa penunjang 65.030.000 64.720.000 99,52

urusan pemerintah daerah




koordinasi dan konsultasi SKPD

Nama Program dan Kegiatan Target Realisasi %

No (Rp.) (Rp.)

5.1 | Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat 4.000.000 4.000.000 100,00

5.2 | Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, 3.780.000 3.780.000 100,00
sumber daya air dan Listrik

5.3 | Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan 57.250.000 57.250.000 100,00
umum kantor

6. | Kegiatan pemeliharaan BMD penunjang 100.000.000 99.475.287 99,48
urusan pemerintahan daerah

6.1 | Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, 54.113.500 53.807.287 99,43
biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan
kendaraan dinas operasional atau lapangan.

6.2 | Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan 45.886.500 45.668.000 99,52
mesin lainnya

B. | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI 1.118.233.027 1.043.251.500 93,29

1 Kegiatan fasilitasi kelembagaan dan 363.329.950 352.178.196 96,93
analisis jabatan

1.1 | Sub kegiatan fasilitasi penataan kelembagaan 125.000.700 118.219.793 94,58
provinsi

1.2 | Sub kegiatan fasilitasi penataan kelembagaan 30.056.250 28.790.250 95,79
kabupaten/kota

1.3 | Sub kegiatan penataan analisis jabatan 208.273.000 205.168.153 98,51

2 Kegiatan fasilitasi reformasi birokrasi 754.903.077 691.073.304 91,54
dan akuntabilitas kinerja

2.1 | Sub kegiatan pembinaan pelaksanaan 102.678.125 92.027.570 89,63
reformasi birokrasi

2.2 | Sub kegiatan monitoring dan evaluasi 255.606.250 240.908.851 94,25
akuntabilitas kinerja

2.3 | Sub kegiatan evaluasi pelaksanaan budaya 52.678.125 13.797.346 26,19
kerja

2.4 | Sub kegiatan pengelolaan tata laksana 130.356.250 124.569.630 95,56
pemerintahan

2.5 | Sub kegiatan fasilitasi peningkatan pelayanan 213.584.327 198.841.907 93,10
publik

) Total | 1.824.248.000 |  1.693.243.587 92,82

A. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN 728.984.097
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

1 Kegiatan Perencanaan, penganggaran 243.775.197
dan evaluasi Kinerja Perangkat daerah

1.1 | Sub Kegiatan Penyusunan dokumen 21.883.000
perancanaan perangkat darerah

1.2 | Sub kegiatan koordinasi penyusunan 29.915.700
dokumen RKA-SKPD

1.3 | Sub kegatan koordinasi penyusunan 21.097.500
dokumen perubahan RKA-SKPD

1.4 | Sub kegiatan Koordinasi penyusunan laporan 170.878.997
capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD

2 Kegiatan administrasi umum Perangkat 295.236.700
Daerah

3.1 | Sub kegiatan penyediaan barang cetakan 40.235.300
dan penggandaan

3.2 | Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan 2.400.000
peraturan perundang-undangan

3.3 | Sub kegiatan penyediaan bahan material 40.451.500

3.4 | Sub kegiatan fasilitasi kunjungan tamu 25.900.000

3.5 | Sub kegiatan penyelenggaraan rapat 186.249.900




Nama Program dan Kegiatan Target Realisasi %

No (Rp.) (Rp.)

4 Kegiatan Pengadaan BMD penunjang 34.200
urusaan pemerintah daerah

4.1 | Sub kegiatan pengadaan peralatan dan 34.200
mesin lainnya

5 Kegiatan penyediaan jasa penunjang 63.460.400
urusan pemerintah daerah

5.1 | Sub kegiatan penyediaan jasa surat 4.000.400
menyurat

5.2 | Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, 3.780.000
sumber daya air dan Listrik

5.3 | Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan 55.680.000
umum kantor

6. | Kegiatan pemeliharaan BMD penunjang 126.477.600
urusan pemerintahan daerah

6.1 | Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, 44.103.800
biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan
kendaraan dinas operasional atau lapangan.

6.2 | Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan 42.373.800
mesin lainnya

B. | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI 1.315.304.902

1 Kegiatan fasilitasi kelembagaan dan 475.386.100
analisis jabatan

1.1 | Sub kegiatan fasilitasi penataan kelembagaan 274.998.400
provinsi

1.2 | Sub kegiatan fasilitasi penataan kelembagaan 22.964.300
kabupaten/kota

1.3 | Sub kegiatan penataan analisis jabatan 204.423.400

2 Kegiatan fasilitasi reformasi birokrasi 839.918.802
dan akuntabilitas kinerja

2.1 | Sub kegiatan pembinaan pelaksanaan 183.859.502
reformasi birokrasi

2.2 | Sub kegiatan monitoring dan evaluasi 249.999.700
akuntabilitas kinerja

2.3 | Sub kegiatan evaluasi pelaksanaan budaya 11.200.000
kerja

2.4 | Sub kegiatan pengelolaan tata laksana 194.860.600
pemerintahan

2.5 | Sub kegiatan fasilitasi peningkatan pelayanan 199.999.000
publik
Total 2.044.288.999

Realisasi program dan kegiatan Tahun 2024 yang tidak memenuhi target

kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan.

a. Program Penataan Organisasi Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan
Akuntabilitas Kinerja Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi belum memenubhi hasil kinerja

Pada tahun 2024 Presentase Perangkat Daerah Yang Memiliki
Predikat RB “Istimewa” (kategori AA/Nilai = 80-90) tidak dilakukan
pengukuran karena terbitnya Permen PAN RB Nomor 3 tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road




Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menekankan tentang RB
berdampak serta tidak lagi mengatur tentang Penilaian Mandiri
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang selama ini dilakukan.
Hal ini menyebabkan indikator sasaran/tujuan RB telah ditetapkan dalam
Renstra Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2024-2026 yaitu presentase PD memiliki predikat RB
“Istimewa” ((kategori AA/Nilai = 80-90) sudah tidak relevan lagi dengan
peraturan tersebut.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2024 dilakukan dengan
mengukur realisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB General dan RB
Tematik) dalam bentuk rencana aksi terhadap Roadmap RB Pemerintah
Provinsi NTT Reformasi Tahun 2024-2026.

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 telah selesai disusun dan
ditetapkan dengan Peraturan Gubernur NTT Nomor 82 Tahun 2024
tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemprov NTT Tahun 2024-2026.
Program Penataan Organisasi Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan
Analisis Jabatan Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi
Pada Tahun 2024

Level Maturitas Kelembagaan masih menggunakan penilaian Tahun
2022 yaitu 40,67 atau kategori tinggi. “Persentase Level Maturitas
Kelembagaan” pada Tahun 2024 adalah sebesar 40,67 dan capaian
kinerja 90,37%. Pada tahun 2023 dan tahun 2024 tidak dilakukan
Penilaian kematangan Perangkat Daerah karena tidak tersedia anggaran.
Penilaian kematangan Perangkat Daerah merupakan penilaian terhadap
tata laksana (proses bisnis), budaya organisasi, dan inovasi dengan
tingkat kematangan suatu organisasi yang meliputi: a.) perencanaan; b.)
monitoring dan pengendalian; c.) penjamin mutu layanan; d.) standar
operasional prosedur; e.) Pendidikan dan pelatihan; f.) analisis kebijakan
dan pemecahan masalah; g.) manajemen sumber daya yang terukur; h.)
manajemen resiko; i.) pengukuran kinerja; j.) pengembangan inovasi
layanan; k.) budaya organisasi.

Masih terdapat perangkat daerah yang masih memiliki tingkat
kematangan organisasi pada level sedang dan rendah, sehingga

diperlukan Upaya Peningkatan kinerja pada aspek tata laksana (proses

bisnis), budaya organisasi, dan inovasi melalui perbaikan system kerja




pada 11 (sebelas) variable yang digunakan sebagai instrumen penilaian
kematangan Perangkat Daerah.
2. Realisasi program dan kegiatan Tahun 2024 yang melebihi target kinerja
keluaran dan hasil yang direncanakan.

a. Program Penataan Organisasi Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi Dan
Akuntabilitas Kinerja Sub Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik.
Pada tahun 2024 realisasi indeks pelayanan publik adalah 3,56 (baik) dari
target 2,85 (cukup). Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yaitu
3,60 (baik) maka terjadi penurunan sebesar : 0,04 disebabkan realisasi
indeks pelayanan publik menggunakan data tahun 2023 yaitu 3,60 (B)
Kategori baik. Pada tahun 2024 PEKPPP telah dilakukan penilaian oleh Tim
Evaluator Provinsi dan Tim Evaluator Nasional yang menghasilkan indeks
PEKPPP Pemerintah Provinsi NTT tahun 2024 adalah 3,56 (B) kategori baik.
Sedangkan Jika dibandingkan dengan target akhir RPD 2025 maka sudah
mencapai target sebesar 0,36 poin.

b. Program Penataan Organisasi Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan
Akuntabilitas Kinerja Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi pada Tahun 2024.

Presentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan RB Tematik tidak
dilakukan pengukuran karena terbitnya Permen PANRB Nomor 3 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map
Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menekankan tentang RB berdampak
tidak lagi mengatur tentang Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi (PMPRB) yang selama ini dilakukan. Hal ini menyebabkan
indikator sasaran/tujuan RB yang telah ditetapkan dalam Renstra yaitu
Presentase Perangkat Daerah yang Menerapkan RB Tematik sudah tidak
relevan lagi dengan peraturan tersebut harus diganti.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan dengan menyusun rencana
aksi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang mengukur capaian terhadap
sasaran strategis Reformasi Birokrasi yang disebut dengan rencana aksi
Reformasi Birokrasi General dan rencana aksi tematik, mengukur

pengelolaan permasalahan tata kelola pemerintahan yang menjadi isu

strategis dan prioritas pembangunan nasional




c. Program Penataan Organisasi Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan

Akuntabilitas Kinerja Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja. Pada tahun 2024 target Presentase Perangkat Daerah dengan hasil
evaluasi akuntabilitas kinerja A "memuaskan” adalah 12% dengan realisasi
35,89% atau capain 299,08% Perangkat Daerah telah memperoleh nilai
SAKIP dengan predikat A "memuaskan” antara lain: Inspektorat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Nusa Tenggara Timur, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan
Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dinas Komunikasi
dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dinas Koperasi, Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dinas Peternakan Provinsi
Nusa Tenggara Timur, Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Nusa
Tenggara Timur, Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dinas
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT, Badan Pendapatan dan Aset
Daerah Provinsi NTT dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa
Tenggara Timur. Sedangkan 25 PD memperoleh predikat BB.
Pada Tahun 2024 realisasi indikator persentase perangkat daerah yang
menerapkan RB Tematik adalah 72,72% dari target yang ditetapkan
sebesar 15,15% atau capaian 480%. Hal ini disebabkan target PD yang
menerapkan RB tematik pada tahun 2024 sebanyak 5 PD dengan pembagi
33 PD sedangkan realisasi PD yang menerapkan RB tematik sebanyak 24
PD dengan pembagi yang sama yaitu 33 PD. Jika dibandingkan tahun 2023
tidak dapat dilakukan karena Tahun 2023 adalah tahun peralihan
pelaksanaan RB dari PMPRB ke RB General dan RB Tematik. Sehingga
pada tahun tersebut tidak ditetapkan persentase PD yang menerapkan RB
tematik.. Apabila dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2026
sebesar 45,45%, realisasi tahun 2024 telah melampaui sebesar 160%.
Naiknya realisasi indikator ini disebabkan para PD pengampu RB tematik
melaksanakan penyusunan rencana aksi RB tematik yang merupakan alat
ukur evaluasi pelaksanaan RB tahun 2024

3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target

kinerja program dan kegiatan Tahun 2024




d.

Ketidaktersedian anggaran untuk melakukan penilaian Tingkat
kematangan perangkat daerah

b. Terjadi perubahan regulasi untuk pelaksanaan Road Map RB

Faktor-faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi upaya pencapaian target
kinerja Tahun 2024

d.

Penyesuaian indikator sasaran strategis Biro Organisasi Setda Provinsi
Nusa Tenggara Timur pada dokumen perencanaan Biro Organisasi
sehingga sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu melakukan
pembinaan dan pengendalian terhadap perangkat daerah dengan cara
pendampingan langsung atau bimtek/sosialisasi terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi perangkat daerah;

Perlu adanya komitmen dari pimpinan daerah dalam pelaksanaan tugas
dan fungsi perangkat daerah kabupaten/kota sebagai alat ukur capaian
kinerja perangkat daerah kabupaten/kota;

Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu melakukan
pembinaan dan pengendalian terhadap kabupaten/kota melalui fasilitas
zoom ataupun dengan cara pendampingan langsung atau
bimtek/sosialisasi.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk

mengatasi faktor- faktor penyebab tersebut.

a.

Koordinasi dan komitmen antara Pejabat di biro organisasi terkait
pelaksanaan tugas terhadap perangkat daerah.
Perlu diberikan Pembinaaan yang intensif kepada perangkat daerah

melalui Bimtek atau sosialisasi.
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2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Biro Organisasi
A.  Isu —isu strategis yang turut mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi

Biro Organisasi dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis sesuai

tuntutan reformasi birokrasi untuk percepatan implementasi reformasi

birokrasi pada tahun 2026 antara lain :

1. Belum optimalnya pemanfaatan informasi Analisis Jabatan dan
Analisis Beban Kerja dalam penempatan pegawai;

2. Belum semua perangkat daerah menerapkan standarisasi tata
laksana pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;

Belum optimalnya kualitas pelayanan publik;

4. Perangkat Daerah belum maksimal dalam melaksanakan Reformasi
Birokrasi sebagai upaya perbaikan terhadap tata kelola pemerintahan
di daerah;

5. Belum optimalnya penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan manajemen pengawasan kinerja penyelenggaraan
urusan pemerintahan daerah.

B. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan
tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

a. Belum optimalnya pelaksanaan dan penerapan analisis jabatan dan
analisis beban kerja dalam penataan kelembagaan, ketata Laksanaan
dan kepegawaian;

b. Belum optimalnya pelaksanaan dan penerapan ketata Laksanaan dan
pelayanan publik;

c. Belum optimalnya pelaksanaan dan penerapan Reformasi Birokrasi dan
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Dampak perekonomian nasional maupun global yang sedang terpuruk, maka pagu
indikatif sudah ditentukan oleh Bapperida Provinsi NTT, sehingga Rancangan awal RKPD

Biro Organisasi harus menyesuaikan dengan kondisi tersebut.
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BAB III
TUJUAN DAN SASARAN BIRO ORGANISASI

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi menyangkut arah
kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok
dan fungsi Biro Organisasi dimaksudkan agar mengetahui sejauhmana
pelaksanaan tugas pada Biro Organisasi sudah sesuai/sejalan dengan kebijakan
nasional dan provinsi dalam rangka tercapainya penyelenggaraan pemerintahan
yang baik.
3.1.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional

Pemerintah telah mencanangkan prioritas nasional di bidang Reformasi

Birokrasi yang diturunkan dari visi Nawacita point kedua, yaitu membangun

tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

Untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi ditingkat daerah, maka

program prioritas yang telah ditetapkan, antara lain :

a. Program peningkatan disiplin dan pengawasan kinerja dan administrasi
keuangan dengan kegiatan prioritas, sebagai berikut :

1. Penerapan sistem nilai dan integrasi birokrasi;
2. Pengawasan yang independen dan profesional;
3. Peningkatan keuangan dan kinerja.

b. Program pelaksanaan road map Reformasi Birokrasi, peningkatan
asistensi, fasilitasi, bimbingan teknis pelaksanaan Reformasi Birokrasi,
dengan kegiatan prioritas sebagai berikut :

1. Penguatan pengelolaan Reformasi Birokrasi nasional;
Penguatan sistem pengadaan barang dan jasa;
Sistem manajemen kinerja pembangunan nasional;

Penerapan manajemen ASN;

Ul B o

Penerapan tata kelola birokrasi;
6. Penataan kelembagaan birokrasi.

c. Program penerapan standar pelayanan publik dan sistem informasi
perijinan, dengan kegiatan prioritas sebagai berikut :

1. Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan publik;

2. Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik.




3.2. Tujuan dan sasaran Renja Biro Organisasi
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan
sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Biro Organisasi dalam
melaksanakan tugas di bidang organisasi dan tata laksana telah menetapkan
tujuan dan sasaran Biro Organisasi Tahun 2024 — 2026, adalah sebagai berikut :
a. Tujuan :

Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang lincah dan dinamis
b. Sasaran :

Meningkatnya Kualitas Penataan Kelembagaan, Tatalaksana, Reformasi

Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Tujuan, sasaran dan indikator kinerja rencana kerja Biro Organisai Setda
Provinsi Tahun 2026 sebagaimana terlihat pada tabel 3.1-Tabel 3.4 dibawah ini:

Tabel 3.1
Prioritas dan Sasaran Biro Organisasi
No Prioritas 2026 | Sasaran Daerah Indikator | Sasaran PD Indikator Sasaran PD
Sasaran (outcome)
Daerah
1. | Reformasi Meningkatnya Indeks Meningkatkan | Persentase Perangkat
Birokrasi kualitas tata | Kepuasan kualitas Daerah Yang Memiliki
kelola Masyarakat | penataan Predikat RB “Istimewa”
penyelenggaraan Kelembagaan, | (Kategori AA/Nilai = 80-
pemerintahan Tatalaksana, |90)

yang berorientasi Reformasi Level Maturitas

pelayanan, Birokrasi dan | Kelembagaan
akuntabel, Akuntabilitas | Indeks Pelayanan Publik
kompeten, Kinerja Persentase  Perangkat
harmonis, Perangkat Daerah Yang
adaptif dan Daerah Menerapkan RB Tematik
kolaboratif Presentase  Perangkat
Daerah dengan hasil
evaluasi  akuntabilitas
kinerja “memuaskan” A




Tabel 3.2

Tujuan Biro Organisasi

No Tujuan Indikator Tujuan Target Kinerja
Tahun 2026
1.| Terwujudnya tatakelola Mewujudkan kelembagaan 100%
pemerintahan yang lincah Perangkat Daerah Provinsi dan
dan dinamis kab/kota yang tepat struktur dan
tepat fungsi
Menyediakan formasi jabatan 100%
sesuai kebutuhan
Nilai SAKIP meningkat BB (70)
Indeks RB meningkat BB (70)
Merevisi SOP-AP agar sesuai 100%
dengan Peta Proses Bisnis
Mewujudkan Pelayanan publik 100%
yang berkualitas dan inovatif
Tabel 3.3
Sasaran Biro Organisasi
No Sasaran Indikator Sasaran Target Kinerja Tahun
2026
1. | Meningkatnya Kualitas | 1. Persentase Perangkat Daerah 57,57
Penataan Kelembagaan, Yang Memiliki Predikat RB
Tatalaksana, Reformasi “Istimewa” (Kategori AA/Nilai
Birokrasi dan Akuntabilitas = 80-90)
Kinerja Perangkat Daerah 2. Level Maturitas Kelembagaan 49
3. Indeks Pelayanan Publik 3,2
(Baik)
4. Persentase Perangkat Daerah 45,45
Yang Menerapkan RB Tematik
5. Presentase Perangkat Daerah 24
dengan hasil evaluasi
akuntabilitas kinerja
“memuaskan” A
Tabel 3.4
Indikator Kinerja Utama
No IKU Indikator Kinerja IKU Target Kinerja IKU
1. | Meningkatnya Kualitas Penataan | Persentase Perangkat Daerah 57,57
Kelembagaan, Tatalaksana, Yang Memiliki Predikat RB
Reformasi Birokrasi dan “Istimewa” (Kategori AA/Nilai =
Akuntabilitas Kinerja Perangkat | 80-90)
Daerah Level Maturitas Kelembagaan 49
Indeks Pelayanan Publik 32
(Baik)




Persentase Perangkat Daerah 45,45
Yang Menerapkan RB Tematik

Presentase Perangkat Daerah 24
dengan hasil evaluasi akuntabilitas
kinerja “memuaskan” A




BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Sasaran dan Program/Kegiatan Biro Organisasi
a. Prioritas Pembangunan.

Berdasarkan Rancangan Tema RKPD Tahun 2026, yaitu Penguatan Ekonomi
dan Pemantapan Kualitas Dasar, maka terdapat 4 (empat) Prioritas Daerah (PD)
RKPD Tahun 2026 yaitu : Prioritas Pertama : Pembangunan ekonomi dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial; Prioritas Kedua : Pembangunan
SDM yang berkualitas dan berdaya saing; Prioritas Ketiga : Pembangunan infrastruktur
yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan
mitigasi bencana; Prioritas Keempat : Reformasi Birokrasi.

Secara internal prioritas pembangunan pada Biro Organisasi adalah penataan
kelembagaan dan analisasi jabatan, Tatalaksana, peningkatan kualitas pelayanan publik,
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), peningkatan tingkat kepatuhan penyelenggara
pelayanan publik terhadap Standar Pelayanan Publik, reformasi birokrasi dan
akuntabilitas kinerja.

b. Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/
SDGs) telah disepakati 193 negara di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB) pada tanggal 25 September 2015. TPB/SDGs terdiri dari 17 goals yaitu:
1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan.

2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik,
serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.

3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh
penduduk semua usia.

4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan
kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.

5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum Perempuan.

6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang
berkelanjutan untuk semua.

7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern

untuk semua.




8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomiyang inklusif dan berkelanjutan,
kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak
untuk semua.

9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan
berkelanjutan serat mendorong inovasi.

10.Mengurangi kesenjangan intra dan antar Negara.

11.Menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.

12.Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.

13.Mengambil langkah & tindakan darurat vyang diperlukan  untuk
memerangi perubahan iklim dan dampaknya.

14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan

dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.

15. Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan
berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari,
menghentikan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan

keanekaragaman hayati.
16.Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan
berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangung
kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan, dan
17.Menguatkan saranan pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk
pembangunan berkelanjutan.

Sebagai negara yang turut menggarap konsep SDGs, Indonesia berkomitmen
kuat untuk melaksanakan dan mencapainya pada tahun 2030. Wujud komitmen
tersebut, ditunjukkan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs. Perpres itu menjadi landasan dan payung
hukum bagi semua pihak dalam melaksanakan TPB/ SDGs. Amanat Peraturan
Presiden No.59 Tahun 2017 telah menghasilkan tiga (3) dokumen penting dalam
pelaksanaan TPB/SDGs di Indonesia, yaitu: Rencana Aksi Nasional (RAN) periode
2017-2019, Rencana Aksi Daerah (RAD)1 dan Peta Jalan SDGs menuju 2030. Salah
satu upaya penting dan strategis yang dilakukan Pemerintah Indonesia adalah
mengarusutamakan target TPB/SDGs ke dalam dokumen perencanaan pembanguan
baik nasional maupun daerah. Sebanyak 94 target TPB/SDGs telah diintegrasikan ke
dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 —

2019. Selanjutnya target SDGs yang diintegrasikan makin banyak, dari 164 target




TPB/SDGs yang relevan sebanyak 124 target telah diintegrasikan ke dalam RPIMN
2020 — 2024. Pemerintah daerah juga melakukan pengarusutamaan SDGs ke dalam
dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPIMD).
Pengarusutamaan ini menjadi dasar penyusunan rencana aksi pencapaian SDGs
nasional (RAN) dan daerah (RAD).

Pemerintah Provinsi NTT berkomitmen untuk mendukung pencapaian target
SDGs. Komitmen tersebut telah tertuang dalam Peraturan Gubernur NTT Nomor 110
Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Pencapaian Target Pembangunan
Berkelanjutan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018-2023.

Biro Organisasi tidak memiliki keterkaitan langsung pencapaian untuk tingkat
Provinsi NTT, tetapi Biro Organisasi mendukung pencapaian target SDGs melalui
penataan kelembagaan, penyusunan peta proses bisnis, penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP), penyusunan Standar
Pelayanan Publik (SPP), pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan
reformasi birokrasi pada seluruh perangkat daerah provinsi dan memfasilitasi
pelaksanaan tugas tersebut diatas untuk Kabupaten/Kota dalam rangka peningkatan
kinerja dan memberikan pelayanan public yang berkualitas.

Peta proses bisnis yang disusun akan mempermudah koordinasi dan integrasi
kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam mendukung
pencapaian target SDGs.

Berdasarkan analisa yang terdapat dalam RPJMD maka Misi kelima mendukung
pencapaian 5 tujuan SDGs yaitu 1).Mengakhiri segala bentuk kemiskinan, 3).
Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh
penduduk semua usia, 5). Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum
perempuan dan 16). Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk
pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan
membangung kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.

Dalam kaitannya dengan korelasi antara SDGs dengan misi kelima, maka tugas
Biro organisasi memiliki korelasi dengan tujuan ke 16 kode indikator 16.6 yaitu
mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel dan transparandi semua tingkatan
dengan 3 indikator yaitu persentase SAKIP, Indeks Reformasi Birokrasi dan Tingkat

Kepatuhan Terhadap Pelayanan Publik. 18. Pengurangan Kemiskinan dan Kemiskinan
Ekstrem.




Secara internal desain prioritas program dan kegiatan pada Biro Organisasi
tahun 2026 memiliki korelasi tidak langsung terhadap upaya pengurangan kemiskinan
sebagaimana telah ditetapkan dalam RPIMD. Desain prioritas program dan kegiatan
pada Biro Organisasi tahun 2026 mendukung upaya peningkatan kinerja Aparatur Sipil
Negara sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat dalam melaksanakan tugas pokok
dan fungsi termasuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas melalui kegiatan
penataan kelembagaan, penyusunan Peta Proses Bisnis, penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP), penyusunan Standar
Pelayanan Publik (SPP), pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan
reformasi birokrasi pada seluruh perangkat daerah provinsi dan memfasilitasi
pelaksanaan tugas tersebut diatas untuk Kabupaten/Kota dalam rangka peningkatan
kinerja dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Salah satu kegiatan prioritas yang mendukung kinerja lintas sektor dalam
mendukung upaya pengurangan kemiskinan adalah penyusunan peta proses bisnis
pemerintah provinsi NTT. Peta proses bisnis pemerintah provinsi NTT
menggambarkan proses utama dan sub proses yang harus dilaksanakan secara
terintegrasi antara perangkat daerah. Peta proses utama yang memiliki keterkaitan
dengan pengurangan kemiskinan adalah proses utama penanggunglangan
kemiskinan dan stunting. Pada tahun 2026 ini akan dilakukan fasilitasi terhadap
penyusunan peta proses pada 35 perangkat daerah yang belum menyusun peta
proses bisnis.

Tabel 4.1.
Sasaran dan Program/Kegiatan Biro Organisasi
No Sasaran Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
i Meningkatnya Kualitas | Program Penataan Organisasi
Penataan Kelembagaan, | Kegiatan: -
Tatalakaans Reformasi 1. Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan
g - " a. Sub kegiatan fasilitasi penataan
Birokrasi dan Akuntabilitas kelembagaan provinsi
Kinerja Perangkat Daerah b. Sub kegiatan fasilitasi penataan

kelembagaan kabupaten/kota
C. Sub kegiatan penataan analisis jabatan
2. Fasilitasi  Reformasi  Birokrasi  dan
Akuntabilitas Kinerja
a. Sub kegiatan pembinaan pelaksanaan
reformasi birokrasi
b. Sub kegiatan evaluasi pelaksanaan
budaya kerja
c. Sub kegiatan monitoring dan evaluasi
akuntabilitas kinerja
d. Sub kegiatan pengelolaan tata laksana
pemerintahan




4.2 Rekapitulasi

e. Sub kegiatan fasillitasi peningkatan
pelayanan publik

Pembangunan.

Program

dan Kegiatan

berdasarkan

Prioritas

Prioritas Pembangunan tahun 2026 yang telah ditetaplan dalam Rencana Kerja

Pembangunan Daerah Provinsi NTT sebanyak 6 (enam) prioritas pembangunan. Dari

keenam prioritas pembangunan tersebut, prioritas pembangunan kelima vyaitu

Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk peningkatan kinerja Birokrasi merupakan

prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Biro Organisasi sesuai tugas

fungsi yang dimiliki. Rekapitulasi program dan kegiatan sebagaimana terlihat pada
tabel dibawah ini:

Tabel 4.2
Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan Prioritas Pembangunan
No | Prioritas Pembangunan Nama Program/Kegiatan/Sub Pagu Indikatif | Keterangan
Kegiatan (Rp)
1 Pengembangan A. Program Penunjang Urusan | 669,103,923.07
Kompetensi ASN dan Pemerintahan Daerah Provinsi
Penerapan Sistem
Pemerintahan  Berbasis :
Elklronk (SPBneE) serts | Co9RIeerencaraan Perganggair | 149926745, 14
Inovasi untuk peningkatan Dasralk n g

kinerja Birokrasi.

Kegiatan Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah

20,000,000.00

Kegiatan Administrasi Umum | 307,954,177.93
Perangkata Daerah

Kegiatan Pengadaan Barang Milik | 25,000,000.00
Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Dearah

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang 66,220,000.00
Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik | 100,000,000.00
Daerah

Program Penataan Organisasi 639,430,493.07

Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi
dan Akuntabilitas Kinerja

426,286,993.07

Sub Kegiatan Pembinaan
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

56.571.743,07

Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksana
Budaya Kerja

50,000,000.00




€. Sub kegiatan fasillitasi peningkatan
pelayanan publik
4.2 Rekapitulasi Program dan Kegiatan berdasarkan Prioritas

Pembangunan.

Prioritas Pembangunan tahun 2026 yang telah ditetaplan dalam Rencana Kerja

Pembangunan Daerah Provinsi NTT sebanyak 6 (enam) prioritas pembangunan. Dari

keenam prioritas pembangunan tersebut, prioritas pembangunan kelima yaitu

Pengembangan Kompetensi ASN dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik (SPBE) serta Inovasi untuk peningkatan kinerja Birokrasi merupakan

prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Biro Organisasi sesuai tugas

fungsi yang dimiliki. Rekapitulasi program dan kegiatan sebagaimana terlihat pada
tabel dibawah ini:

Tabel 4.2
Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan Prioritas Pembangunan
No | Prioritas Pembangunan Nama Program/Kegiatan/Sub Pagu Indikatif Keterangan
Kegiatan (Rp)

1 Pengembangan A. Program Penunjang Urusan | 669,103,923.07

Kompetensi ASN dan Pemerintahan Daerah Provinsi

Penerapan Sistem

Pemerintahan  Berbasis

Elektronik (SPBnsE) serta
Inovasi untuk peningkatan
kinerja Birokrasi.

Kegiatan Perencanaan,Penganggaran
dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

149.929.745,14

Kegiatan Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah

20,000,000.00

Kegiatan Administrasi Umum | 307,954,177.93
Perangkata Daerah

Kegiatan Pengadaan Barang Milik | 25,000,000.00
Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Dearah

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang 66,220,000.00
Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik | 100,000,000.00
Daerah

Program Penataan Organisasi 639,430,493.07
Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi | 426,286,993.07

dan Akuntabilitas Kinerja

Sub Kegiatan Pembinaan
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

56.571.743,07

Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksana

Budaya Kerja

50,000,000.00




yelaeq yeyupawag

wnwpn 5 Jowop | BueJeseld BUBIES | uesnun Buefunuad yesseq i
0007005742 uawnyoq T ISeyoly  eueq 00°000°000°SZ uswnjod T | Mel |3 uejer | ueelpasiald)y  asejuasald | bueleg ueepebuad uejeibay L0'TO' T 10V
Buedny|
2103 nyngs0
wnwn ZS JOWOoN oJig wnwin Isessiuiwpy yetaeq eybuelad
£2£'S65°6VL"8EE | uawMjoQ T ISexoly  eueqg €6°LLT¥S6°L0E uawnyoQ T | Mel |3 uejer | ueueAejad ISejuasald | wnwn Isensiuiwpy  uejelbay 90°T0'T' IO
Buedny|
e10Y nINGeo isesiuedip
wnwn ZS Jowop | o9 Jnjesedy WAS | yesaeq jexqbuelad ueiemebaday
000°000°22 uesodeq T ISexoly  eueq 00°000'000°02 uesode] T | ML |3 uejer | uelejsuludd  3SEIUASAUJ | ISeNSIUILPY ueje|bayl SO'TO'TO'T'TI0'Y
eliauny uelede)
uep uebuenay
Buedny ‘ueeuedualad
2J00 NyNga0 uawmjog yesaeq bueiad eliaup)y
wnuwn (4] JOWoN ueynuawad | isenjeay uep ueiebuebuad
#S9'614'226'p9T %00T Ise)qojy eueq YI'SPL'626'6VT %00T | Hel |3 uejef 9sejuasald | ‘ueeueduasad ueje|bay "TO'T'T0
ISUIAOAd
Buedny | 4ei9eQ URYRULIDWAY
wnwn g0y nyngeg | Uesnin  buefunuag ISNIAOY¥d HV¥3VQ
zs  Jowoy | weiboid ueeuesye|dd | NyHYINIMIWId  NVSNAN
£42'S2EpT098L %001 Ise)oly eueq LO'ZEG'E0T 699 %00T | Lel |3 uejeg osejussald | ONVCNNN3d WYHD0Ud ‘10
07 6 8 L 9 S 4 € [4 T
JReNIpuUt efpup) eliaupy
nbed/eueq ueiede) Jneyipur nbed/eueq ueiede)
ueymngsy jebie | Bue( Joquins ueyningsy 19bie) 1SeX07 uejelbay/weiboid
Bunuad ueje|6ay)/wesbosd uep Yelaeq ueyejuLaLLag
nlepy ueeipjeid ueeied 9Z0Z UBUNYE] BURIUSY eliaury Joje|ipug uesnin Buepig/uesnin apoy

Jnwij esebbus) esnp ISuUInOId
/70z unye] nlep ueeineld uep

€v 19qelL

Inwi| eljebbua) esnN ISUIAOI Yelaeq jelelanes IsesiueblQ odig : yesaeq 1exbuelad ewepn

970z unye] yeiaeq iexbueiad uejeibay uep weibold euedudy uesnwiny




Buednyj

210y nyngag | !seniead Bunojuow isenjolig
wnwn ZS lowoy | uep uebuidwepuad | ISewi0jay  UBBUBRS)HE|ad
LLEL16'828'9F | uswmyoq Z ISe)oly  eueq LO'EVL'TLS T uswnjog ¢ | el |3 uejef 9SRJUaSald | ueeulquiagd uejeiba) qns
Buedny | »HUedsenwaw, eliauny
230Y| njngap | SENlIqejunye isenjeas
wnwn z5 sowoy | I'sey uebuap yesseq
LLE'LT16°82T LT 19ed 21 iSOy  eueq 00°0SL"T£S 90T Ned ZT | el 3 ueer | 3@)qBuesad asejuasald
jRewsa)
ay ueydesauap
wnwn Buep yeiaeq
LLE'L16'8TT LT %00T Ise)ojy eueqg LO'EVL TLS 90T %007 1@)bueiad asejuasiad
Buedny
20y nNgeo eliouny seypiqeumyy
wnwn 25 JOWON jqliqnd | uep isenjolig Isewojay
0S8'£St'PET lemebad z ISBYO)Y  eueQ 00°00S°EPT'ETT lemebad z | uel |3 uejer | ueueAejad s)epujy | Isejljiseq ueje|ba)
isesiuebip
LLE'THS ELEE0L %00T LO'E6V"0EY 6E9 %00T ueejeuad weiboid 0’10V
Buedny
L0y nyngag | YB4Sea Yeuuawad uesnin yeloeq yejuLawag
wnuwin ZS Jowop | Suelunuad weidoud | yesnin Buelunuad yeseeq MW
000°'000°0TT ISEX0ly  eueq 00°000°000°00T uel |3 ueje[ | ueeuesyeiad  asejuasald | bueleg ueeseypwaq uejelbay 60°T°'T0° 10"
Buedny|
210y nyngaQ | YBIeq YeuLiawag uesnin yesaeq
wnwpn zs Jowop | Buelunuag weidoud | yejupeway uesnin Buefunuad
000'Z2¢+°'89 r_mcoam.._ S 1Sex30ly  eueq OOdO0.0NN.NO _._m._onm._ S| uegp 13 uejer cmmcmmxm_mn_ 95eljuasald | esel :mm_ﬁm>:mn_ Cmum_mwx 80°'T'TO'I0®
oliq Isesisiujwpe
1s8uny uep sedny
Fuedny | Ueledue@  3unjnpualy
210y njngaQ | duej uelojueyiad
)8 6 8 L 9 S ¥ 3 4 T
Jieyipur eliaupy eliauny
nbed/eueq uejeded Jueipul nbed/eueq ueiede)
ueymngay 19biel eueq Jaquing ueymngay 1obie | ISex07 uejelba/weiboid
Bunuad uejeibay/welboid uep yelaeq ueyejuuauwad
nfe ueeipjeld ueyeied 970Z UBUNYE] eueduy el1aury Joleyipur uesnJn Buepig/uesnin 2poy|




wnwin z5 Jowop | uep uebujdwepuad
SC6'82C'81 194ed T ISeOlyY  eueq 00'0S£°T£5°9T 19jed T | Mel |3 uejef 9SejuUasald
yedaeq jejbueiad
dDIVS Isejuawajduw
iIsenjea? Bupojiuow el1auny seyjiqeunyy
wnwn uep uebuidwepuad | i1senjeaz uep
000°000°'66 %00T Iseyoly  eueg 00'000°000'06 %007 asejuasald | bunojluo uejeibay gns
210y /uajedngey
Ip Aepiyelaq
m_.__mQDv_ NSV Jesep 1ejiu
10y nyngag | YBP  J3pljos Isesiuebio
wnuwn Z5 Jowop | 'eiu uedesauad |senjeas
000°005°9T uesodeq | ISe)oly  eueq 00°000°000°ST uesode11 | wey 3 uefer | Bulojuow  @sejussald
ad P Xepjyelaq
10 nyngeo | UEBP Japllos  Isesjueblo eliay
wnwn ZS Jowop | 'ejiu uedessuad isenjeas | eAepng ueeuesye|od
000°005'8€ 118yl Z1 Iseyoly  eueg 00'000°000°SE e zr | wer |3 ueer | Bugojuow  asejussald | iIsenjeaz  uejelba) qns
ejoy/usjedngey
J3ews) Isenjolig
Buedny | SEWI0J9Y ueeuesyejad
QoY nyngag | SenieAs Buuoyuow
wnwn z5 Jowop | uep cmmc_QEmUch
000'00¥'ST 1jed Z1 [seoly  eueg 00000000+ 1T Jed ¢ | Ml |3 uejep 9sejuasald
yeldaeq jeybueiad
JRews) Isenjolig
ISeWI0jey ueeuesyed
01 6 8 /4 9 S 4 £ [4 T
Jnejipur elisupy eliauny
nbed/eueq ueiede) Jneyipur nbed/eueq uejede)
ueyningay 10b1e) eueq Jaquing ueyningay 196 1507 uejeiBay|/weiboid
Bupuad uejeibay/welbold uep yeseeq URYRIULIBLIDY
nlep ueeipjeld ueyeyen 9Z0Z ueunye| eueduay eliaupy J03eyipur uesnun Buepig/uesnin apoy




B10Y/ujedngey
yignd ueueAejad
Buedny Isejuawajedul
g0y  nyngag | !Seniens Bunojiuow
wnwn 25 JOWwoN | uep uebuidwepuad
SZ6'8CLEC uesodeq T ISEX0lY  eueq 00°084'T/5°T2 uesode] T | el |3 ueer 9sejuasald
ad Agnd ueuelejod
Buedny ISejuswajadull
20y nyngao | ISenieas Bunojuow Ngqnd
wnwipn z5 Jowop | uep uebuidwepuad | ueuedejad uejeybuiuad
000°005°€6 uelode 1 ISex0ly eueqQ 00'000°000°58 uelodel1 1 | KMel |3 uejer asejuasald | iIseyjiseq uejeiboy gns
e10y/uajedngey
ueyejuawad
Buesye|eIe)
Isejuawaladul
isenjeAs Bunioyuow
wnwn uep uebuidwepuad
SZ6'8CL°ET %00T ISeOolY  eueqQ 00'0SL'TLS°1IT % 00T 9sejuasadd
yelaeq jjbueiagd
ueyejuiwad
eues)yejejel
Buedny isejuawajaduy
210 nyngao | 1senjead  Buuojiuow ueyejuRWad
wnwn z5 sjowoy | uep  uebuidwepuad | euesye| eel
000'005°€6 isesoly  eueq 00'000°000°S8 -|HeL 3 ueper asejuasald | ueejojabuad uejeibay qns
e30y/uajedngey
Buedny | dDIVS  Isejuswajadwi
210y nngap | Isenjeas buuojuow
01 6 8 i 9 S 4 3 4 i
Jneyipur eliaury eliauny
nbed/eueq uejeded Jueipur nbed/eueq uejede)
ueynmngay 1ebiel eueq laquins ueymngay 1eble] 1SeX07 ueje|Bay/welboid
Bunuad uejejbay/weiboid uep yesaeq UeyejuLswad
nlep ueeipjeld uejeled 9zZ0zZ UBuNye] eueduay elisuly Jo3exipur uesnin buepig/uesnin apoy|




e10y/uajedngey

yelseq 1eybueiad
uejeqel elad uep
MgV ‘qeluy isejuaws)dul
wnwn yelaeq Jen uep | ISEN|RAD Bunoyuow
S26'822Z'81 %TS'IS Iseoly  eueq 00°0S£'T4S'9T %Sv'SYy | Ueslseq  wejeg | UBP ISEYI|ISB) SBUSSIR
ISUIAOIH
yelaeq 1eybueiad
Guedny uejeqel eyad uep
eoy  nyngeo | MAV ‘qeluy iseyuswaiduw
wnwn zZS Jowop | 1senjeas Bunojiuow uejeqger sisijeuy
000000'66 jun ST Iseyoly  euegQ 00°000°000°06 WUNZI | uel |3 uejer | UBD ISB}||ISB) 9SEIUBSI3d | ueejeuaqd uejeibay qns
10y /ualedngey
Z epoy 6uedny | Ueseeq 1eybuelad
b epoy ueesepuay | 30y nyngep | Ueebequiaey  ueejeuad e30)] /uajednqe)
ueesepuay wnwn b epoy | 75 Jowop | Isenjeas Buuojuow | ueebequiae) ueejeuad
S76'822'81 1 ISEqOlY  eueqQ 0005414697 | ueelepuay T | LBl |3 uejer | UBP ISe)I|ISE) SSejuasald | Iseyjised uejeibay qns
ISUINOId
yeJaeq 1exbuesad
ueebequiajey ueejeuad ISulnold
ISeN|eAa Buuojuow | ueebequiae)y ueejeuad
000°000°66 %007 00°000°000'06 %0071 uep isejjisej asejuasald | isejijisey uejelbay qgns
Buedny, ueinyn jeda]
e103 ningao | Uep 1sbung jeday uejeqer
wnwin ZS sowoy | Buepx  ueebequaja)y | sisijeuy uep ueebequiaje)
0S8'/Sh'bET uelode 1 ISeyoly  eueq 00°00S'€bT'ET2 uelode] T | Mel |3 uejer asejuasiad | isejljiseq uejeibay
0T 6 8 £ 9 g ¥ € Z T
Jnesjipur eliaury eliaury
nbed/eueq uejede) Jueyipur nbed/eueq uejede)
ueynngay 19b1e ) eueq Jaquns ueymngsy| 19618 152307 uejelbayl/weibold
Bunuag uejeibay/welboiq UBp Yyeiaeq UeyejuLaLwad
nlep ueeipjeid uejeied) 9Z0¢Z ueunye] eueduay elsaury J03ex1pul uesnin Buepig/uesnin apoy




BAB V.
PENUTUP

Rencana Kerja Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026
dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui berbagai kebijakan,
program dan kegiatan sesuai dengan Renstra Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa
Tenggara Timur 2024 — 2026 serta pertanggung jawaban terhadap tugas pokok dan
fungsi Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta bagian-bagian
pendukung yang terintegrasi di dalamnya.

Lebih jauh bahwa dinamika hambatan dan kendala yang ada dalam suatu upaya
pencapaian kinerja hendaknya dapat dilaksanakan secara arif dan bijaksana untuk
diselesaikan dan menjadi suatu proses pembelajaran dalam mendukung pelaksanaan
good governance dan clean governmentyang lebih baik di masa yang akan datang.

Akhirnya, semoga Program dan Kegiatan beserta target pencapaiannya pada
Tahun 2026 ini dapat diwujudkan dalam kerangka penyempurnaan kinerja Biro Organisasi
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.




